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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan

keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan

Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan

yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi

kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan

Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan

adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum

berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih

perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama

pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004.

Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk

mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP

yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan

perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada

satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan

untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan

keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

......The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of

Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the

financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial

statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and

evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to

achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative

analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s

financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of

financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the
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management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and

inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting

Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of

the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds

that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate

general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers

competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role

of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make

sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of

financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report.


